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ABSTRAK

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan
efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang,
dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

bahwa tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang merupakan
pedoman yang sangat penting dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan
fungsi di bidang pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan
pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. untuk
mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta meningkatkan
kinerja DPRD, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang, perlu diganti perlu menetapkan Peraturan DPRD Kota
Semarang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Kota, Bupati dan Walikota menjadi UU
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Kota, Bupati
dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898),
UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), UU
Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867), PP Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079), PP Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di
Wilayah Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89), PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016



CATATAN

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), PP
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), PP
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847), PP Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197), PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6219), PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322), PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323), Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 183), Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158), Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 130), Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2022 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 152).

Dalam Keputusan ini berisikan tentang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Oktober 2024.



